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ABSTRAK -

CATATAN -

Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan hal
tersebut maka KPU Kabupaten Sorong perlu menetapkan keputusan
tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Satuan kerja KPU
Kabupaten Sorong. Untuk meningkatkan dokumentasi dan informasi
produk hukum pada fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan,
pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum vyang
diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong pada sistem
informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang
dapat di integrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi Informasi
Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846), Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846), Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
784), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun
2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692), Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799), Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sorong;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025;

Lampiran: 1 him;



